WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA/NEGERI SETIAP DESA/NEGERI DI KOTA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Walikota menetapkan pengalokasian
Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa/Negeri;

b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan
akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, perlu
mengatur lebih lanjut tata cara perhitungan rincian
Alokasi Dana Desa per Desa/Negeri di Kota Ambon;

C. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa
Setiap Desa/Negeri Di Kota Ambon Tahun Anggaran
2021;

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957
tentang Pembentukan Daerah-Daerah  Swatantra
Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan- Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



Menetapkan

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3137);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005
tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Provinsi Maluku
(Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor
14);

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon
Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun
2014 Nomor 4 ,Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon
Nomor 294);

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017
tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun
2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon
Nomor 330);

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Ambon Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota
Ambon Tahun 2020 Nomor 8);

Peraturan Walikota ~Ambon Nomor 48 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP
DESA/NEGERI DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1

Daerah adalah Kota Ambon.



SNN

9.

10.

11.
12.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota. Ambon.

Perangkat Daerah adalah unsur pembatu Walikota dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan yang menjadi Kewenangan daerah.

Desa adalah desa dan desa adat atau negeri atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal wusul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Negeri yang berada dalam wilayah Kota Ambon merupakan kesatuan
masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal-
usul, hukum adat setempat yang sudah ada sebelum terbentuk Negera
Republik Indonesia serta diakui dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Alokasi Dana Desa dan Selanjutnya disebut ADD adalah dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa/Negeri.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditecapkan secara demokratis.

Jumlah Desa adalah jumlah Desa/Negeri yang ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
Rekening Kas Umum Daerah Selanjutnya disingkat RKUD.

Rekening Kas Desa/Negeri Selanjutnya disingkat RKD /Negeri

BAB 1I
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA/NEGERI
Pasal 2

Rincian Alokasi Dana Desa/Negeri untuk setiap Desa/Negeri di Kota Ambon
Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan:

a.
b.

Alokasi dasar;

alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk,
angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa/negeri
setiap kabupaten/kota; dan

Alokasi Kinerja.



Pasal 3

Alokasi dasar setiap Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kota Ambon dibagi jumlah
Desa/Negeri dan dibagi berdasarkan klaster sesuai dengan luas wilayah dan
indeks kesulitan geografis.

Pasal 4

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung
berdasarkan data jumlah penduduk yang bersumber dari Kementerian
Kependudukan dan Catatan Sipil, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks
kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik.

Pasal 5

Alokasi Kineija sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung dan
ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa/Negeri dan Indeks Desa
Membangun (IDM) dengan besaran nilai 4, 5, 6, 7, 8, dan 9.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada
pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
W = [(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x (ADDkab/kota -
ADkab/kota).

Keterangan:

e W = Alokasi dana desa/negeri setiap desa/negeri yang dihitung
berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota

* Zl1= rasio jumlah penduduk setiap Desa/Negeri terhadap total penduduk
Desa nasional

e Z2= rasio jumlah penduduk miskiri setiap Desa/Negeri terhadap total
penduduk miskin Desa nasional

e Z3= rasio luas wilayah Desa/Negeri setiap Desa/Negeri terhadap total
penduduk miskin Desa nasional

* Z4= rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang
memiliki Desa/Negeri
* ADD Kota Ambon = Pagu Alokasi Dana Desa/Negeri Kota Ambon
* AD Kota Ambon = besaran AD untuk setiap Desa/Negeri dikalikan jumlah
Desa/Negeri dalam Kota Ambon, berdasarkan klaster.

Pasal 7
Indeks kesulitan geografis Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf b dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.



Pasal 8

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/Negeri untuk setiap Desa/Negeri di
Kota Ambon Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA/NEGERI
Pasal 9

(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri dilakukan melalui pemindah bukuan
dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa/Negeri.

(2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas
Umum Desa/Negeri dilakukan setelah Alokasi Dana Desa/Negeri diterima
di Rekening Kas Umum Daerah dan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri dilakukan secara Proporsional
berdasarkan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB IV
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA/NEGERI
Pasal 10

(1) Alokasi Dana Desa/Negeri untuk membiayai Bidang Pemerintahan, Bidang
Pembangunan, Bidang  Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Belanja Tak Terduga yang
disesuaikan dengan prioritas yang ditetapkan Walikota Ambon tentang
Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri Tahun 2021 .

(2) Alokasi Dana Desa/Negeri dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Alokasi Dana
Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat
persetujuan Walikota.

(3) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada
saat evaluasi rancangan Peraturan Desa/Negeri mengenai
APBDesa/Negeri.

Pasal 11

(1) Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri bertanggung jawab atas
penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri.

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan
Alokasi Dana Desa/Negeri.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN ALOKASI DANA DESA/NEGERI
Pasal 12

(1) Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri dengan dikoordinasikan oleh
camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi
Dana Desa/Negeri secara bertahap, dan Laporan Realisasi Penggunaan
Alokasi Dana Desa/Negeri Tahunan kepada Walikota.



(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. Tahap I paling lambat minggu kesatu bulan Juni tahun anggaran
beijalan;

b. Tahap II paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran
beijalan; dan

c. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri Tahunan
paling lambat akhir bulan pebruari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
SANKSI
Pasal 13

(1) Walikota menunda penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri, dalam hal:

a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2);

b. Terdapat Sisa Alokasi Dana Desa/Negeri di RKD/Negeri tahun anggaran
sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau;

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana
Desa/Negeri tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Alokasi Dana
Desa/Negeri di RKD/Negeri tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Alokasi Dana Desa/Negeri di RKD/Negeri tahun anggaran
sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Desa/Negeri yang akan
disalurkan pada tahap I, penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri tahap I
tidak dilakukan.

(4) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Alokasi Dana
Desa/Negeri di RKD/Negeri tahun anggaran sebelumnya telah
direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Alokasi Dana Desa/Negeri di
RKD/Negeri menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
anggaran Alokasi Dana Desa/Negeri tahun anggaran sebelumnya.

(5) Dalam hal sampai bulan Juni tahun anggaran beijalan Sisa Alokasi Dana
Desa/Negeri di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari
30% (tiga puluh persen), penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri yang
ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan
dengan penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri tahap II.

Pasal 14

(1) Walikota menyalurkan kembali Alokasi Dana Desa/Negeri yang ditunda
dalam hal :

a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)
sudah diterima; dan
b. terdapat usulan dari aparat pefigawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November
tahun anggaran beijalan, Alokasi Dana Desa/Negeri tidak dapat
disalurkan lagi ke RKD/Negeri dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran di RKUD.



(3) Walikota memberitahukan kepada Kepala Desa/Kepala Pemerintahan
Negeri yang bersangkutan mengenai Alokasi Dana Desa/Negeri yang
ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-
lambatnya akhir bulan November tahun anggaran beijalan dan agar
dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa/Negeri tahun anggaran

berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 20 pesfeinfeett 2020

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 30 eesetffoep- 2020

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR
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0020092383

0023885943

0025577981

0.034714525

0.022708492

0045305872

0.044038943

0039165872

0041525728

nNAAIALKKQ

0.034715197

0.039045494

0.039562118

1000

Robot

21
0.00985135
0.01196783
0.01058743

0.010%025
0.00693415
02)1180079
0.00807482

PPil” »

00057162
0.00915269
0.00886515
000751204
0.01060407
000807156

0 00941457
0.00602771
0.00716578
000767339
0.01041436
000631255
0.01359176
0.0L321168
0.01174976
0.01245772

0.01041456

0.01171365

0.01186864
0.300

Total Bobot

151- (ISM10M2IM*
0.054940352
0024405957

003437864
0032906912
0 061049641
0 029301549
0013240718
0101491003
0 071449053
0034946435
0022249979
0010904593
0012929547
0017108855
0024346549

—
. -
0034751924
0015250299
0.025427601
0058078325
0024641164
0017558128
0.0234351S7
0017583438
0026842994
0.029193428
0 080066085
0.021883905
0018261087
1.000

AldokasJ formula

640.362.000
284,466,000
406.521.000
383.549.000
711,569,000
341.527,000
154,328,000
1,182,937,000
___M7781.000
407.321.000
259.337.000
127,100.161

199.414.000
283.773.000

273.168,000
405.054.000
177.751.000
296,374,000

287.207.000

273.151.000
204.945.000
312.871.000
340.267.000
933.217.000
255.070.000
212.844.000
11,655,588,161

Pagu Dana Desa per-
Desa

2.450.362.000
2.019,546.969
2.141,611.969
2,193,549,000
2.521.569,000
2.286,757.000
2.166,922.972
3.128,167.000
L«125L290
2.352,551,000
2.482.081.003
1,862.181.130
1,885,781,969

1,934 494.969]
2,229,003,000
771,466,969
7.063,168 000
V15.084.000
2,265.265,003
7,106,374,000
2.764.451.003
2.097.207.000
1,844.785.000
2,190,800,003
1,845 080 000
1,953.006,000
2,075.347.969
2.945.811.972
1.895.205,000
1,852,979.000
66,601,360,900



